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A.  Kesimpulan 

1.  Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan dengan 

ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya. Dan 

berarti otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya 

apabila manusia pelaksananya baik, dalam arti mentalitas maupun 

kapasitasnya. Pentingnya manusia pelaksana karena manusia merupakan 

unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak atau berfunsi sebagai 

subyek penggerak roda pemerintahan. Oleh karena itu, kualifikasi 

mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya 

melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan 

otonomi daerah.  Dalam pemerintah daerah terdapat Pemerintah Daerah 

yang penyelenggaraann urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian Alat-alat 

perlengkapan daerah, yaitu aparatur atau pegawai daerah dan terakhir 

rakyat daerah, yatu sebagai komponen yang merupakan sumber energi 

terpenting bagi daerah sebagai organisasi yang bersistem terbuka. 

2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Manokwari dalam 

pengentasan kemiskinan setelah berlakunya Otonomi Khusus Papua di  

fokuskan pada sektor ekonomi dan pajak. Sebab kedu sector tersebut 
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secara  tidak langsung mampu melakukan pengentasan kemiskinan di 

Kabupaten Manokwari. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari 

pada awalnya masih sulit dilakukan, namun semenjak adanya Undang-

undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 yang telah dicabut dengan 

UU No. 32 Tahun 2004 pengentasan kemiskinan dapat beranjak 

meninggalkan garis ketinggalannya. Hal tersebut terlihat dengan adanya 

Undang-undang Otonomi khusus yang berlaku sejak Tahun 2001 yang 

menitikberatkan pada salah satu tujuan ekonomi Kabupaten Manokwari 

yaitu pengentasan kemiskinan. 

 

B. Saran-saran 

1. Sebaiknya para aparatur pemerintah daerah dibekali dengan pendidikan 

yang cukup yang dapat dimiliki oleh aparatur daerah dalam 

menjalankankan tugas dan wewenangnya masing-masing. Dan dapat  

menjalankan tugas dan wewenangnya dengan bijaksana dan adil.  

2.  Perlu segera diadakan penelitian, tindakan dan evaluasi, khususnya dalam 

upaya untuk menindak lanjuti berbagai peraturan perundangan yang 

dikeluarkan menyangkut terlaksananya Otonomi daerah, sehingga 

pelaksaan Otonomi daerah baik menyangkut kelembagaan, kewenangan 

dan tanggung jawab aparatur maupun sumber-sumber pembiayaan dan 

sarana serta prasarana pendukung lainnya benar-benar dipastikan telah 

ideal dan sesuai dengan aspirasi, tuntutan dan kebutuhan Daerah Otonom, 
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sehingga tidak akan menimbulkan masalah-masalah fundamental di masa 

yang akan datang serta masalah kemiskinan dapat diselesaikan secepat 

mungkin. 

3.  Agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik sehingga 

kemiskinan dapat dikurangi, maka partisipasi masyarakat terhadap 

kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah ditumbuhkembangkan sehingga 

masyarakat merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan 

pembangunan yang sedang dilaksanakan. 

4. Otonomi dan desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi 

pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah 

satu hal yang harus diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya 

perpindahan penyelewengan dan KKN dari pemerintah pusat ke daerah. 

Kasus di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa pemberian 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang terlalu cepat tanpa 

pengawasan yang cukup justru meningkatkan korupsi di daerah. Salah satu 

cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengoptimalisasi 

fungsi pengawasan oleh DPR. 
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